BAB I11
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PERKARA

NO.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg.

A. Sekilas pandang tentang Peradilan Agama Purbalingga
1. Sgarah Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga aNetgr
penegak hukum di Indonesia yang ada sejak dahukuknga agama
Islam di nusantara pada abad ke-VII Masehi, yabgwia langsung oleh
para saudagar dari Makkah ke Madinah.

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat elah t
mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan ragsayang ada pada
zaman yang selalu berjalan. Yakni masa sebelumajadiain, kemudian
keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepamggahmasa
kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalaminpeakgan yang
cukup pesat.

Pada awal Indonesia merdeka, Pengadilan Agama deliadwah
naungan Kementerian Kehakiman. Namun setelah beféimenterian
Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasgokaetapan
pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, PdlegadAgama
dipindah dari Kementerian Kehakiman masuk pada Keenen Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di JawaVidalura

yakni peraturan sementara yang tercantum dalamrdfeniag tanggal 8

45



46

Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantalatasn dan
Kalimantan timur tetap tunduk pada peraturan lamiguyStatsblad 1937
nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tingtpof Islamtische Zaken)
baru mulai lagi melaksanakan persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang No.19 Tdla448
tentang susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan KejakBmlam UU
tersebut, kedudukan dan kewenangan Peradilan Adanasukkan dalam
Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dadal &8, 35 ayat (2)
dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud mengatur tentang peradierta
menyempurnakan isi dari Undang-Undang No.7 TahéY 1&hirnya UU
ini mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutamwa pJlama’ Sumatra.
Misalnya Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatapaksat menolak
kehadiran Undang-Undang tersebut serta menguswdigan Mahkamah
Syari'ah yang sudah ada tetap berjalan. Pada Td9&i di dalam
lingkungan peradilan diadakan sebuah perubahan pangng dengan
diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UUbeirisi tentang
pelanjutan Peradilan Agama serta Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 UU D& pada
tahun 1964, keluarlah UU No0.19 Tahun 1964 tentagtgrkuan-ketentuan
pokok kekuasaan Kehakiman yang kemudian digantgalerU No.14

Tahun 1970. Pada pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 rgeen bahwa
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kekuasaan Kehakiman dilaksanakan empat (4) lingkunBeradilan,
yaitu:
a. Perdailan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalinggsmanmg
jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring demgsuknya agama
Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun kebaradarsebut secara
struktural dapat diketahui pada Tahun 1947 yan@ [saat tersebut ketua
Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh KH. t&la dengan hakim
anggota terdiri:
1. KH. Abdul Muin
2. KH. Ahmad Bashori
3. KH. Sobrowi
4. KH. Taftazani
5. KH. Syahri
6. KH. M. Hisyam Karimullah
7. KH. Baidhowi

8. KH. Ahmad Danun
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Pada saat tersebut, kantor Peradilan Agama Pugbalibertempat
di Rumah KH. Iskandar JI. Mayjen Panjaitan No.65bRlingga dan
No0.117 Purbalingga. Dipimpin oleh ketua secaraupetiturut:

1. KH. Iskandar

2. KH. Shiradj Chazim

3. Drs. Solichin

4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt

5. Drs. Agus Salim, SH

6. Drs. Muhaimin, SH

7. Drs. H. Nawawi Kholil, SH

8. Dra. Hj. Siti Muniroh, SH - PIt.
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH

Dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Penaddlgama,
sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua badanil&erdgama yang
telah ada dinyatakan sebagai badan Pengadilan Agenarut Undang-
Undang.

Karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pgagad
Agama Purbalingga, khususnya menjadi pengadilandmatengan ciri-
ciri sebagai berikut:

1. Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara
3. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagjugehan terhadap

putusan yang telah dijatuhkan.
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Begitu disahkan dan diundangkannya UU No.4 Tahul# 26ntang
Kekuasaan Kehakiman, maka secara tegas sebagamasala?2 UU No.4
Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kakua&ehakiman
dimaksud pasal 1 oleh UU tersebut dilakukan olehikhdmah Agung serta
badan peradilan yang berada di bawahnya vyaitu RFamadJmum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PeradilataTUsaha Negara,
serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004, pelaksanaan pengalihan orgargshmsinistrasi,
dan finansial badan peradilan dilaksanakan dibamaamgan Mahkamah
Agung. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayatkK¢putusan
Presiden nomor 21 Tahun 2004, maka terhitung sejedgal 30 Juni 2004
Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen AgamaMeahkamah
Agung.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undartgtin No.3
Tahun 2006 perubahan UU No.7 tahun 1989 tentangdPan Agama.
Dengan disahkannya UU tersebut, maka terjadilalulgadran yang
mendasar, dimana perubahan tersebut memperkuat rakielbe
kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

1. Pembinaan tehnik Peradilan, organisasi dan finanBengadilan
Agama dilakukan Mahkamah Agung.

2. Apabila terjadi sengketa, hak milik dimana subyekmalah antara
orang-orang Islam, obyek tersebut diputus oleh &ditapn Agama

bersamaan dengan perkara yang sedang diperiksanya.



50

3. Ketentuan adanya pilihan hukum, bagi para pihakgyhearperkara
sebagaimana yang selama ini telah berlaku, kiahtdlhapus.

4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhanarakasty
khususnya masyarakat muslim, pengadilan agamanske&ivenang
menangani perkara-perkara dalam bidang PerkawiNamis, Wasiat,
Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadagah juga berwenaegangani
perkara dalam bidang Ekonomi Syari’ah yang melipatara lain:

a. Perbankan Syari’ah

b. Lembaga keuangan mikro Syari’ah
c. Asuransi Syari’ah

d. Reasuransi Syari'ah

e. Reksadana Syari'ah

f. Obligasi Syari'ah

g. Surat berjangka menengah Syari’ah
h. Sekuritas Syari’ah

i. Pembiayaan Syari’ah

j. Pegadaian Syari’ah

k. Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah

|.  Bisnis Syari'ah
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6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Istdamdpasal 49
UU No.3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atadaBadukum
yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan selkakepada
hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenarRgradilan
Agama.

Setelah Peradilan Agama diberikan kewenangan méngeaigketa
Ekonomi Syari’ah, sebagaimana pasal 49 UU No.3 m&@06, sampai
Tahun 2008, bahkan hingga sekarang Pengadilan ABamnalingga telah
mengadili dan menyelesaikan perkdsengketa Perbankan Syari’ah”.
Dari 4 (empat) perkara sengketa Perbankan Syayaaly didaftarkan di
Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat disekesaskecara damai 1
(satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut, 1 (satRgra sudah diputus dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan tetsiedaikan sampai
tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelathgdep obyek sengketa
melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lefRangvokerto (Drs.
Sudarmadi, SH).

Struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalinggaat dilihat

pada bagan dibawah iffi:

4" e-mail:info[at]pa-purbalingga.go.id/10/05/2010
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Ketua
Wakil Ketua
Panitera/ Hakim
Sekretaris
Wakil Wakil Kelompok
Panitera Sekretaris Fungsional
Panmud || Kaur | | Panitera
Gugatan K epegawaian Pengganti
Panmud Kaur Juru Sita
Per mohonan | Keuangan B
Panmud | | Kaur Umum | | Juru Sita
Hukum Pengganti

2. Tugasdan Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga
a. Tugas Pengadilan Agama Purbalingga
Pada pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa kekuasaamkikedm
adalah merupakan kekuasaan Negara yang merdekak untu
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukunketdilan
yang berdasarkan pancasila demi terselenggarangmrélenukum

Republik Indonesia. Berdasarkan pada hal ters@mmgadilan Agama
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merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehalengnberada
dibawah mahkamah agung selain pengadilan yang tiga.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 197pgsal 47
UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakimanah tel
menyebutkan secara jelas tugas pokok Pengadilamm&gaaitu
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelsaiakakape yang
diajukan kepadanya.

Selain mempunyai tugas pokok, pengadilan agama juga
mempunyai tugas tambahan, yaitu dapat memberikdarakgan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam tphaakstansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. iSeldu
sebagaimana pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1888arig Peradilan
Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama t dapa
melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diserdepadanya
berdasarkan undang-undafig.

Adapun struktur Peradilan Agama menurut Menteri rAga
adalah sebagai berikut :

Secara umum, tugas Pengadilan Agama Purbalinggaigessal 2 (1)
UU no.14 tahun 1970, termasuk perkara voluntairladaebagai
berikut:

1. Memeriksa, menerima, mengadili dan menyelesaikarkape

perdata umat Islam yang diajukan ke Pengadilan A&gam

8 Chatib Rasyid, dkkHukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktik dalamratlilan
Agama,Yogjakarta, Ull Press, 2009, h.7-8
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2. Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasadgtandang-
Undangan
Mekanisme Pengadilan Agama Purbalingga dan struktur
organisasi maupun pejabat, adapun struktur darg&Blan Agama
Purbalingga sesuai dengan peraturan Menteri AgaredRlah :
- Ketua/ Wakil Ketua PA sebagai unsur Pimpinan
- Kepaniteraan dipimpin oleh panitera yang dipimpiasapanitera
perkara, tata usaha. Dalam melaksanakan tugasry@iiera
dibantu oleh wakil panitera, panitra muda, dan teaaipengganti
dan beberapa juri sita.
- Hakim sebagai pelaksana tugas fungsional
Untuk lebih jelas, tentang struktur Pengadilan Agakota
Purbalingga adalah sebagai berikut:
1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Hakim Agama, sebagai anggota Panitera dalam tugadiiantu
oleh:
a. Wakil panitera, yang mengurusi tentang atas paniteuda,
antara lain:
- Panitera muda gugatan
- Panitera muda permohonan

- Panitera muda Hukum
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b. Wakil sekretaris, yang mengurusi tentang tata usiaham hal
ini dibantu oleh:
- Kepala sub bagian Kepegawaian
- Kepala sub bagian Keuangan
- Kepala sub bagian Umum
Dalam melaksanakan kerjanya, mereka akan dibaatu ol
- Beberapa orang panitera pengganti
- Beberapa jurusita pengganti

Adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagaima

UU No.3 Tahun 2006 vyaitu; Pengadilan Agama bertugas

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaik&arpatitingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islaoijahg:

a.

b.

Perkawinan

Waris

Wasiat

. Hibah

Wakaf
Zakat

Infaq

. Shadaqgoh, dan

Ekonomi Syari'ah
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b. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga
Wewenang atau yang sering disebut kompetensi, kiemgie
Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan paddlbRo.7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebuliritestas
kompetensi Relatif dan kompetensi Absoftt.
1. Wewenag Absolute
Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan flaersi
"absolut” apa yang telah ditentukan menjadi kekaasguridiksi
suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan kitginya
untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangatakmuri
disebut kompetensi absolut atau yuridiksi absSlu€ompetensi
absolut adalah kewenangan pengadilan untuk meraeskstu
perkara berkaitan dengan jenis perkara tertentg géradapinya*
Adapun secara rinci kompetensi absolut yang masuk d
Peradilan Agama Purbalingga, adalah sebagai berikut
1. Cerai Talak
2. Gugat
3. Poligami
4. Adopsi
5. Pengesahan Nikah

6. ljin kawin

%9 Sulaikan Lubis,h.103

¥ Yahya HarahapKedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agamd (Ub.7
Tahun 1989)Jakarta: Sinar Grafika, h.102.

*1 Abdul Ghofur Anshori, SH,MHGlosarium Op Cit, h.xiv
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7. Dispensasi nikah

8. Fasaknh,

9. Rujuk

10. Syigoh

11.Warisan

12.Fasid

13.Nafkah,

14.Wakaf, dan

15. Sengketa ekonomi syari'gh
2. Wewenang Relatif

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Ridwan Syahr@88(30)

sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan yanogjenis
berdasarkan satu daerah atau wilayah hukumbengan kata lain
wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadilikapa
berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili. Darsetiap perkara
yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukasing-masing

pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkdtamdwilayah.

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan komgietelatif
adalah pasal 54 UU No0.9 Tahun 1989 telah menyatak&om acara yang
berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah ukcara perdata yang

berlaku pada lingkungan peradilan umum., landasatuku menentukan

*2 Drs. Syahri, Bagian Umum Pengadilan Agama Purbghnwawancara tanggal 17 Mei
2010
*3 Chatib Rasyid, dkkOp Cit,h.58
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patokan kewenangan relatif pengadilan agama menpgala ketentuan pasal
pasal HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan p&balU No.7 Tahun 1989
penentuan kompetensi relatif bertitik tolak darurah yang menetapkan
kepengadilan Agama mana gugatan diajukan agar @ugaémenuhi syarat
formil.>*

Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasaRB4pada beberapa
faktor yang menjadi patokan menentukan kompeteelitit Pengadilan
Agama, yaitu :

1. Faktor Tempat Tinggal
Hal ini diatur dalam pasal 118,bahwa gugatan hafiagukan
kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Barkan pada
ketentuan tersebut, kompetensi relatif Peradilaana ditetntukan oleh :
tempat kediaman tergugat, tempat tinggal yang sbtyet dari tergugat.
2. Faktor jumlah tergugat dikaitkan dengan tempatgahgara tergugat
Pada ayat 2 pasal 118 HIR menegaskan bahwa apaibidk
tergugat lebih dari satu orang sedang para terdiogkt bertempat tinggal
dalam daerah Pengadilan Negeri (Pengadilan Agamia)y gama, maka
gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang ldabtkumnya
meliputi tempat kediaman salah satu dari tergugat.
3. Faktor tempat tinggal tergugat tidak diketahui
Dalam pasal 118 ayat 3 pada kalimat pertama mekagasahwa

apabila :

> M. Nur Rasyid, SHHukum Acara PerdatsSinar Grafika, Jakarta, 1999.
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- Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
- Tergugat tidak dikenal
Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang bedida
tempat/wilayah penggugat. Apabila permasalahanngmildan, maka
kompetensi relatif mengadili perkara menjadi kewgaam pengadilan
agama ditempat mana penggugat bertempat tinggal.
4. Faktor obyek gugat terdiri dari benda tidak bergera

Dalam pasal 118 kalimat terakhir disebutkan, babiek gugatan
barang tidak bergerak juga ikut menentukan kompgetesiatif, apabila
gugatan murni pada benda tidak bergerak, maka gugdinjukan ada
tempat benda tersebut berada.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalinggaihayahi
kurang lebih 224 Desa dan 18 Kecamatan yang bedadabupaten

Purbalingga.

B. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulisicoba
memaparkan Putusan No0.1047/PDg.t/2006/PA PBg, temedi di peradilan
agama purbalingga yang diputuskan tanggal 29 Ja20@r bertepatan pada
tanggal 10 muharram 1428 H dengan hakim Drs. MaladiirSH sebagai
hakim yang ditunjuk PA Purbalingga sebagai hakimu&e Drs. Bajuri
Musthofa dan Drs. H. Nangim, MH masing-masing sab&gkim anggota
dan dibantu oleh Moh. Fahruddin sebagai panitenggenti, yang diucapkan

pada hari tersebut dalam siding terbuka untuk undemgan dihadiri oleh
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penggugat tanpa hadirnya tergugat. Dengan pokokdgdah para tergugat
telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugataggugat telah dijelaskan
bahwa para tergugat dengan sengaja mengalihkanigygmah modal usaha
dagang gula merah dan kelontong sesuai dengakaidi@erjanjian digunakan
keperluan lain dan penggugat telah melakukan bearbagaya penagihan
namun, para tergugat tidak ada Itikad baik untukiyekesaikan kewajiban-
kewajibannya.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenaketntersebut,
maka penulis akan mengambil sample putusan No.P@®%t45/2006 PA PBg,
berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbarde@atsy

Kasus yang terjadi antara H. Aman Waliyudin, SE,uum0 tahun
Direktur utama BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira ddnhammad Rosyid,
Sag bin H. sunaryo, director operasional PT. BPRri&n Buana Mitra
Perwira, yang selanjutnya disebut sebagai penggigyajan Herman Rasno
Wibowo bin Sodirin, umur 33 Tahun agama Islam peler dagang, dan
Harni bin Ahmad Sudarmo, umur 29 Tahun pekerjaajang, yang keduanya
adalah suami istri bertempat tinggal di RT:02/05ad€ipaku kecamatan
Mrebet, kabupaten Purbalingga selanjutnya disesgtigat.

Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa Penggugagajukan
gugatannya dan kemudian terdaftar di kepaniteraang&lilan Agama
Purbalingga pada tanggal 23 Nopember 2006 No.14&@2006 PA. Pbg,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendirirsidaegan yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1.Bahwa berdasarkan akad perjanjian pembiayaan ajaralsah
nomor:123/msa/VIl/05 tanggal 20 Juli 2005 para ugeg telah menerima
pemberian modal/ pembiayaan musyarakah sebes&0:000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) dari penggugat untuk keperluaah usaha dagang gula
merah dan kelontong,

2.Bahwa para tergugat telah dengan sengaja tidak gneagan modal/
pembiayaan yang diterima dari penggugat sesuai tela diperjanjikan
yaitu untuk modal usaha dagang gula merah dan tkelgn akan tetapi
untuk keperluan lain sehingga merugikan pihak “perggt” dan oleh
karenannya penggugat berhak seketika menarik keémioalal/pembiayaan
yang telah diberikan

3.Bahwa tergugat telah melakukan berbagai upaya pgeragnamun para
tergugat selalu ingkar janji dan tidak ada Itikadtuk menyelesaikan
kewajiban-kewajibannya,

4.Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebegea tersebut
diatas, maka perkenankanlah kepada ketua pengaatiama purbalingga
untuk mengabulkan gugatan kami yaitu agar paraig@tgsegera memenuhi
kewajibannya untuk membayar/mengembalikan modaljeeyaan yang
telah diterima kepada penggugat berdasarkan akadbiggaan al-
musyarakah nomor: 123/MSA/VII?05 tertanggal 20 JABOS yang

perinciannya pertanggal 31 oktober 2006 sebagdiuier
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Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid :Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT :Rp.  262.000,-
Total : Rp. 37.071.569,-

Jumlah tersebut akan semakin bertambah, karenahaagi dan
atau denda takwid, serta biaya-biaya yang timbukern@nya sampai
seluruh kewajibannya dibayar lunas.

.Bahwa bilamana pihak para tergugat mengabaikanmya adau tidak

melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap p&aggu maka

perkenankanlah Ketua Pengadilan Agama Purbalinggatuku

melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah ber&uguman-bangunan

termasuk mesin-mesin yang karena sifatnya, perantufa atau menurut

UU dianggap sebagai benda tetap, milik para tetgygag telah di ikat

hak tanggungan, sebagaimana yang disebut dibawah in

- Tanah hak milik nomor: 00332/Desa Cipaku, yangetaK di Propinsi
Jawa Tengah, kabupaten Purbalingga, kecamatan odsa Cipaku
seluas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapatemgersegi),
sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 2@4KDI2201
tertanggal 5 Pebruari 2001 Sertifikat tertanggaM&fet 2001 tertulis
atas nama Harini.

- Sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat hakgtargan dibawah
ini; sertifikat hak tanggungan nomor : 00069/2086ggal 1 Februari

2006 jo. Akta hak tanggungan nomor : 30/2006 tahd@aJanuari
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2006 yang berkepala “ demi keadilan berdasarkaohketan yang
maha esa” yang dibuat dihadapan Heri PrastowoarsarHukum,
Notaris di Purbalingga,
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengguogation
kepada ketua pengadilan agama purbalingga agaermerkmemberi dan
memutus perkara gugatan ini sebagai berikut:

Primair :

Mengabulkan gugatan “Penggugat”

- Menetapkan ‘para Tergugat” telah Wanprestasi”

- Menghukum “para tergugat” untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya,

- Meletakkan sita eksekusi terhadap barang-baraniggem

- Menetapkan secara hukum kantor lelang dan atau KH2rwokerto
untuk melaksanakan lelang jaminan

- Menghukum “Para Tergugat” untuk membayar semua abiggng
timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

- Mohon perkara ini di putus menurut hukum yang deadlinya.

Menimbang bahwa penggugat telah datang sendiri pzata

persidangan dan tergugat tidak hadir dalam pergatardengan alasan

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untaklirh sebagai

kuasanya, padahal secara hukum telah dipanggirasemut dan sah,

sehingga usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan.
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Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mepgikiam
kesimpulan dan mohon putusan, maka untuk meringka@an putusan ini
cukup kiranya majelis menunjuk berita acara sidang.

Tentang hukumnyamenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan
penggugat adalah sebagai diatas.

Menimbang bahwa penggugat telah hadir sendiri sigangan, dan
oleh majelis hakim telah diupayakan damai, namdaktiberhasil dan
penggugat tetap dalam gugatannya.

Menimbang, Bahwa inti dari gugatan penggugat adatatiara
penggugat dan para tergugat telah melakukan akgghpan pembiayaan
akad Musyarakah nomor: 123/MSA/VII/2005 tanggalJ2@i 2005, para
tergugat telah menerima pemberian modal/pembiayaarsyarakah
sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupial)yj genggugat untuk
keperluan modal usaha gula merah dan kelontong.

Bahwa ternyata para pihak tergugat telah Wanpiiegttu dengan
sengaja tidak menggunakan modal/pembiayaan yanegrindé dari
penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitwkumodal usaha gula
merah dan kelontong akan tetapi untuk keperluamn lai

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasia pargugat,
penggugat mengalami kerugian materiil, karena upaga para tergugat
dihukum membayar/mengembalikan pembiayaan yangh teliderima

kepada penggugat yang rinciannya pertanggal 3bek®006 adalah :
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Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid :Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT :Rp.  262.000,-
Total : Rp. 37.071.569,-

Dan jumlah tersebut akan semakin bertambah, kavagahasil dan
atau denda takwid, serta biaya-biaya yang timbrén@nya sampai seluruh
kewajibannya dibayar lunas.

Menimbang, bahwa para tergugat tidak hadir dipargjdn dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanga wagkilnya, padahal
telah dipanggil secara patut dan sah, maka putaten perkara ini dapat
diputuskan dengan verstek. Hal tersebut sesuaiatiepgsal 125 HIR dan
dalil Syar’i dalam kitabl'anatut Thalibien juz IV halaman 238 yang
berbunyi:

gaad S o) Bl Hoa8 gl lsh paladdl ge 5 1Al e o le e slizaill

Artinya : "Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah ysdatau
tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawaatau
ta’azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyaat.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkanhalalyang
digugat oleh penggugat dalam surat gugatannya,apalnya hujjah atau
tidak.

Menimbang, bahwa majelis pertama-tama akan memy@tigkan
tentang bahwa tergugat telah melakukan wanprefatam surat gugatan

dijelaskan bahwa tergugat telah mengalihkan peregyupembiayaan untuk

modal usaha gula merah dan kelontong dialihkankukeperluan yang lain,
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dan penggugat telah berupaya melakukan penagihanméergugat tidak
ada i'tikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kgveannya.

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH, bahwa Debitur tapanggap
Wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannyau atarlambat
memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah dipgkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, makaigargtelah
dinyatakan Wanprestasi.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tidekrasdegas
mohon agar akad perjanjian al-Musyarakah No: 12Z(M8/05 tanggal 20
Juli 2005 dibatalkan, akan tetapi penggugat molyam pokok pembiayaan
dikembalikan kepadanya. Dalam hal ini majelis bedapat, bahwa
pengetahuan penggugat dalam hal hukum terbatagndimada prinsipnya
yang diharpkan dalam perjanjian ini dibatalkan.

Menimbang, bahwa Dr. Wahab az Zuhailidi dalam kig-ighul
Islamy Waadillatuhjuz 1V halaman 277 diterangkan bahwa perjanjiangya
tidak dilaksanakan, atau dialihkan pelaksanaanayiesdtu kegiatan kepada
kgiatan lain, sebagaimana pada perjanjian ini, anp&rjanjian tersebut
dapat dibatalkar(fasakh),dengan dibatallkannya akad perjanjian tersebut
maka perjanjian tersebut telah berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada al-Qur'an siiraadah ayat
1 (satu) yang berbunyi:

3 ganll) Ll gd o) ) gial o Al Ll b

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad. it
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Dan berdasarkan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmadnitizi dan
Daaruqutni, yang berbunyi:

Artinya : "Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yamereka
buat”

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar paragatgii hukum

untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada peyaig sebagai

berikut:

Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid :Rp. 7.729.569,-

Biaya APHT :Rp.  262.000,-

Total - Rp. 37.071.569,-

Majelis berpendapat, bahwa tuntutan tersebut barkias pada
hukum karena sesuai dengan pasal 8 dan pasal 4@i@er Bank Indonesia
No:7/46/PBI/2005, sehingga sepanjang tuntutan betstapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar fEgugat
membayar tambahan bagi hasil atau denda ta'widia s&ya-biaya yang
timbul karenanya, hingga dibayar lunas. Akan tetamnurut Majelis
tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, karenabjayaan yang macet
harus dalam status quo. Sebagaimana Yurisprudemasikdinah Agung
Nomor:2899 K/Pdt/2004 tanggal 15 Februari 2006. gdan demikian,
sepanjang gugatan penggugat adalah hal tersebat maaks ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya paitanpé dan

5 memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sitekegis dan
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menetapkan kantor lelang atau KP2LN Purwokertalkimhelaksanakan
sita jaminan,. Majelis berpendapat permohonan hetsadalah prematur,
karena hal tersebut merupakan proses eksekusikegrtusan ini memiliki
kekuatan hukum, dengan demikian, maka gugatan pegaggepanjang sita
eksekusi dan lelang tidak dapat dikabulkan.
Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal UU/ Nahun
1989 dan UU No.3 Tahun 2006 serta ketentuan pengaaayang lainnya,
serta hukum syara’ terkait dengan perkara ini, nM&gelis Hakim:
Mengadili
1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil denggtut dan sah
untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek gehdgian,
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanpirgstas
4. Membatalkan kad perjanjian pembiayaan musyarakahmono
123/MSA/VI1I/05 tanggal 20 Juli 2005
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada pegagguang
sebesar Rp. 37.071.56@}ga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima

ratus enam puluh Sembilan rupiaB)engan perincian sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid :Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT :Rp.  262.000,-

6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yangut dalam

perkara ini sebesar Rp.261.00@ua ratus enam puluh ribu rupiah).
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7. Menolak dan tidak diterima selain selebihnya,

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari seningtml 29 Januari
2007 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 142feH,: Drs. Ma’muri,
SH sebagai hakim yang ditunjuk Pengadilan Agamagabhakim ketua,
Drs. Bajuri Musthofa, SH dan Drs. H. Nangim, MH. $ifeg-masing sebagai
hakim anggota dan dibantu oleh Moh. Farhudiin sebpgnitera pengganti,
yang diucapkan pada saat itu juga dalam sidingikerlnntuk umum dengan

dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak teagug

C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
1. Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan gtk tmenyuruh orang
lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wakilnydapal telah dipanggil
secara patut dan sah, maka putusan atas perkadapai diputuskan
dengan verstek.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 125 HIR dan 8géil'i dalam

kitab I'anatut ThalibienJuz IV halaman 238 yang berbunyi:

O Pl a8 o s palaadl ge g laldh pe il e oLl

Artinya : “Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah ysdatau
tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawaatau
ta’azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyaany.

2. Bahwa Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur tag&atakan

Wanprestasi/lalai apabila tidak memenuhi kewajilyanatau terlambat
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memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuaig y&elah
diperjanjikan, maka tergugat harus dinyatakan \estpsi.

. Menurut majelis hakim, bahwa penggugat dalam sguggtannya tidak
secara tegas mohon agar akad perjanjian pembiagb&tusyarakah
nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 dibatlk namun
penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembakkpadanya. Hal
tersebut dianggap majelis karena keterbatasan fangs hukum
penggugat, yang pada hakekatnya penggugat mohorakae perjanjian
tersebut dibatalkan. Oleh majelis hakim maka pggan tersebut
dinyatakan telah batal.

. Bahwa menurut Dr. Wahab Az Zuhailidi dalam kitabaydighul Islamy
Waadillatuhjuz 1V halaman 277 menjelaskan bahwa akad peganjang
tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannyasdéu pekerjaan ke
pekerjaan lain, seperti yang terjadi dalam kasukape ini, yaitu dari
pembiayaan dagng gula merah dan kelontong dialikkgada yang lain,
maka akad perjanjian itu dapat dibatalkan (fasldm dengan dibatalknnya

akad perjanjian, maka akad perjanjian tersebahteérakhir.
. Bahwa menurut al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 gylaerbunyi:

2 gaalll Ll o) ) gial o Al Ll b
Artinya : “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Dan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, damrDqutni

yang berbunyi:
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Artinya : “ Orang-orang Islam terikat pada akad npmnjian yang
mereka buat”

Maka bahwa akad perjanjian pembiayaan al-Musyaraiahor:
123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 harus dibatalka
. Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar paradgatgidi hukum

untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada psgeggsebagai

berikut:

Pokok Pembiayaan : Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid :Rp. 7.729.569,-

Biaya APHT :Rp.  262.000,-

Total : Rp. 37.071.569,-

Tuntutan tersebut berdasarkan pada hukum karemnaisgsngan
pasal 8 dan pasal 19 peraturan bank Indonesiad®dPRB1/2005, sehingga
sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan.

. Bahwa penggugat juga menuntut agar para tergugaibayear tambahan
bagi hasil atau denda ta’'widh serta biaya-biayagyambul karenanya,
hingga dibayar lunas.

Tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, karemabayaan
yang macet harus dalam status quo. Sebagaimanaspyudensi
Mahkamah Agung nomor:2899 K/Pdt/2004 tanggal 15rudaab 2006.

dengan demikian, sepanjang gugatan tersebut maia ditolak.
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8. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada petitum % da@mohon agar
Pengadilan Agama meletakkan sita eksekusi dan aqgteat kantor lelang
atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan sitajami

Hal tersebut dianggap prematur, karena hal terseimrtupakan
proses eksekusi serta keputusan ini memiliki kekudtukum. sehingga
gugatan penggugat sepanjang sita eksekusi dangleiiglak dapat

dikabulkan.



